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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian terhadap tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap 

pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur oleh pemerintah di atas, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan dana haji umat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yaitu 

dana yang disetor oleh calon jamaah haji selanjutnya disetorkan ke 

rekening Menteri Agama melalui bank syariah dan/atau bank umum 

nasional yang ditunjuk dan dikelola oleh menteri dengan 

mempertimbangkan nilai manfaat, kemudian sebagian dana tersebut 

diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk 

negara. BPIH kemudian memanfaatkan nilai manfaat tersebut digunakan 

membayar berbagai pengeluaran operasional jamaah haji di Arab Saudi. 

BPIH selama ini dikelola secara konvensional melalui penempatan di 

perbankan konvensional dan secara syariah melalui penempatan di 

perbankan syariah dan investasi di SUKUK. Oleh karena dana tersebut 

diniatkan dan didedikasikan untuk ibadah haji, sepatutnya dana haji 

dikelola sesuai prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, perlu diperhatikan 

berbagai akad mulai dari penerimaan setoran awal, penempatan, investasi  

dan pengeluaran, pemanfaatan hasil efisiensi, serta kerja sama para pihak. 
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2. erdasarkan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pemanfaatan dana haji 

untuk investasi infrastruktur oleh pemerintah menurut hasil Ijtima Ulama 

IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2012, 

pengelolaan dana haji untuk keperluan investasi sektor produktif seperti 

pembangunan infrastruktur masih dimungkinkan. Akan tetapi, syarat 

investasi tersebut memiliki tingkat risiko yang rendah, memiliki nilai 

kemaslahatan bagi jamaah haji, dan pengelolaannya didasarkan pada 

prinsip syariah. Perdebatan selanjutnya adalah mengenai manfaat untuk 

kemaslahatan bagi jemaah haji. Dalam melakukan penempatan dan/atau 

investasi keuangan haji, BPKH harus senantiasa mempertimbangkan aspek 

keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas serta kesesuain 

dengan prinsip syariah. Hal ini mengingat dana haji adalah dana titipan 

masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Anggota badan 

pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara 

tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi 

keuangan haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan 

dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya.  

3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai 

berikut: 

1. Kepada Pemerintah agar lebih berhati-hati menggunakan dana haji untuk 

investasi infrastruktur. Pemerintah harus harus menggunakan dana haji 

tersebut untuk sebesar-ebsar kepentingan rakyat. Proyek infrastruktur 
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tersaebut juga harus benar-benar berguna untuk peningkatan 

perekonomian masyarakat pada umumnya, dan kepentingan calon jamaah 

haji pada khususnya. 

2. Kepada peneliti lain, hasil penelitian ini masih menyimpan kekurangan. 

Kekurangan yang terdapat di dalamnya terutama karena tidak 

menggunakan data lapangan sebagai penunjang. Oleh karena itu peneliti 

berikutnya agar menggunakan data lapangan seperti wawancara untuk 

memperkaya kajian ini. 
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